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ABSTRAKSI

Nama : Rima Ratna Palupi
NIM : 202110110311444
Judul : URGENSI HUKUM TENTANG PERAMPAAN ASET

PELAKU KORUPSI DI INDONESIA MENURUT TEORI
JOHN RAWLS DAN JEREMY BENTHAM
Pembimbing : Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum.
Cholidah, S.H., M.H.

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan serius dengan dampak luas,
ditandai oleh peningkatan signifikan kasus dan kerugian negara yang besar,
namun tingkat pengembalian aset hasil korupsi masih sangat rendah (sekitar 13%
dari Rp 56 triliun kerugian pada 2023). Kelemahan sistemik dalam UU Tipikor,
seperti status perampasan aset sebagai pidana tambahan dan ketiadaan ketentuan
rinci, menghambat pemulihan kerugian negara dan menciptakan celah bagi
koruptor. Permasalahan ini diperparah oleh sulitnya pembuktian aset dan
ketergantungan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, berbeda
dengan negara maju seperti Swiss yang menerapkan mekanisme Non-Conviction
Based Asset Forfeiture (NCBAF). Penelitian ini- bertujuan untuk menganalisis
urgensi rekonstruksi hukum perampasan aset pelaku korupsi di Indonesia,
mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, dan mengusulkan pembaharuan
hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung pemberantasan korupsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilakukan melalui
studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum perampasan
aset melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
sangat mendesak. Perspektif John Rawls, rendahnya pemulihan aset korupsi
bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Sementara itu, menurut Jeremy
Bentham, pengesahan RUU ini akan memaksimalkan kebahagiaan kolektif
dengan memulihkan kerugian negara, memberikan efek jera, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Sebagai kesimpulan, rekonstruksi hukum perampasan aset
di Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi kegagalan sistemik
dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Saran utama adalah pemerintah
dan DPR harus memprioritaskan pengesahan RUU Perampasan Aset, memperkuat
kelembagaan, memperkuat kerja sama internasional, dan menerapkan pembuktian
terbalik, serta meningkatkan transparansi pengelolaan asset.

Kata kunci: Perampasan Aset, Korupsi, Rekonstruksi Hukum
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ABSTRACT

Name : Rima Ratna Palupi

NIM : 202110110311444

Title : THE LEGAL URGENCY OF ASSET FORFEITURE FROM
CORRUPTION OFFENDERS IN INDONESIA @ A

THEORETICAL PERSPECTIVE FROM JOHN RAWLS AND
JEREMY BENTHAM
Adviser : Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum.
Cholidah, S.H., M.H.

Corruption in Indonesia is a serious issue with far-reaching impacts,
marked by a significant rise in cases and substantial state losses. However, the
asset recovery rate remains extremely low (only around 13% of the IDR 56
trillion in losses reported in 2023). Systemic weaknesses in the Anti-Corruption
Law (UU Tipikor), such as the classification of asset forfeiture as an additional
punishment and the absence of detailed provisions, hinder the recovery of state
losses and create loopholes for corrupt actors. This problem is exacerbated by the
difficulty in proving the origins of assets and the reliance on final criminal
convictions, in contrast to developed countries like Switzerland, which apply Non-
Conviction-Based Asset Forfeiture (NCBAF) mechanisms.This study aims to
analyze the urgency of reconstructing asset forfeiture laws in Indonesia, evaluate
the effectiveness of existing regulations, and propose more comprehensive legal
reforms to support anti-corruption efforts. The research method used is normative
juridical, conducted through literature studies of primary, secondary, and non-
legal materials. The approach involves statutory, case-based, and conceptual
analyses.The findings indicate that legal reconstruction through the ratification of
the Draft Law on Asset Forfeiture (RUU Perampasan Aset) is urgently needed.
The perspective of John Rawls, the low rate of asset recovery in corruption cases
contradicts the principles of distributive justice. Meanwhile, according to Jeremy
Bentham, the enactment of this bill would maximize collective happiness by
recovering state losses, creating a deterrent effect, and promoting economic
growth. In conclusion, reforming asset forfeiture laws in Indonesia is a critical
necessity to address systemic failures in recovering state losses due to corruption.
The main recommendation is for the government and the House of
Representatives (DPR) to prioritize the ratification of the Asset Forfeiture Bill
(RUU Perampasan Aset), strengthen institutional capacity, improve international
cooperation, implement reverse burden of proof, and enhance transparency in
asset management.

Keywords: Asset Forfeiture, Corruption, Legal Reconstruction
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pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara
materiil maupun imateriel. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan
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1. Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha
Mengatur Segala Sesuatu. Dengan segala kerendahan hati, penulis
menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat,
hidayah, dan kekuatan lahir batin yang telah diberikan. Tanpa izin dan
ridho-Nya, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
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